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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan Desa Langam 
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dengan acuan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber 
data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam Pengelolaan 
keuangan desa secara garis besar sudah dikatakan akuntabel, karena sudah menyusun musrembang, adanya 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,dan adanya pertanggung jawaban. Namun, ada satu hal yang perlu 
diluruskan bahwa disini pemerintah Desa Langam masih molor dalam hal penetapan APBDes itu dikarenakan pagu 
anggaran dari Pemerintah Daerah yang terlambat. Transparansi di Desa Langam sudah berjalan dengan baik namun 
ada hal yang masih kurang yaitu belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan belum adanya 
form daftar informasi publik yang di sediakan oleh pemerintah Desa Langam guna mempermudah masyarakat 
mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan data yang lengkap.  
 




This study purpose  to analyze accountability and transparency in village financial management in Langam Village, 
Lopok Subdistrict, Sumbawa Regency with reference to Regent Regulation Number 14 of 2017 concerning Village 
Financial Management. The method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data from this 
study are primary data and secondary data with data collection methods using observation, interviews, documentation 
and triangulation techniques. The results of this study indicate that the Village Financial Management in broad 
outline has been said to be Accountable, because it has arranged development planning, the implementation, 
administration, reporting, and the existence of accountability. However, there is one thing that needs to be 
straightened out that here the Langam Village Government is still delayed in the determination of the village income 
and expenditure budget because the budget ceiling from the Regional Government is late. Transparency in Langam 
Village has gone well but there is something still lacking that is the absence of Information and Documentation 
Management Officer  and the absence of a public information list form provided by the Langam Village government to 
facilitate the public to obtain information and can get complete data. 
 




Undang- Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang 
Desa menyatakan bahwa setiap kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat desa dapat diarahkan dengan lebih 
baik. Desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk 
mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan 
pembangunan diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas dalam masyarakat sehingga 
permasalahan seperti kemiskinan dan masalah sosial 
dapat diatasi dengan semaksimal mungkin. Desa 
memiliki peran dan wewenang yang sangat penting 
dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. 
Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa 
yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa 
diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem 
pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa 
dan lembaga desa. 
Akuntabilitas dapat dilihat dari laporan tertulis yang 
tertulis, bentuk pertanggungjawaban publik oleh 
pemerintah salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan 
peraturan. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait 
dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan 
lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana 
publik. 
 Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, 
dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan 
potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara 
transparansi dalam memberiakan informasi, partisipatif 
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Transparansi memberikan informasi keuangan yang 
terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan 
pada pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak 
untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh atas 
akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 
yang diserahkan kepadanya dan ketaatannya pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu hal 
yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa. 
Transparansi bertujuan untuk mempermudah dalam 
mengakses atau mendapatkan informasi mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengenai 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015). Sedangkan 
menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), akuntabilitas adalah kewajiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan 
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggungjawaban. 
 Dengan adanya keterbukaan oleh pemerintah 
desa dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 
atau mengakses informasi mengenai pengelolaan 
keuangan desa dan dengan adanya keterbukaan tersebut 
secara tidak langsung masyarakat juga dapat mengawasi 
pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui 
apabila terdapat anggaran yang tidak sesuai. Untuk 
menghasilkan informasi yang relevan dan mudah 
dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka 
sistem akuntabilitas dan transparansi harus didukung 
menggunakan sistem pengelolaan dan pelaporan yang 
baik. 
 Berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Sumbawa terdapat kasus penyalahgunaan dalam 
pengelolaan keuangan desa, adapun beberapa desa yang 
terlibat dalam kasus tersebut adalah Desa Sempe 
Kecamatan Moyo Hulu, Desa Tengah Kecamatan Utan 
dan Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka. Untuk 
mengantisipasi agar kasus ini tidak terulang kembali 
pemerintah daerah selalu melakukan pembinaan secara 
bertahap, baik dari DPMPD selaku leading sector, pihak 
kecamatan, maupun pengawas internal pemerintah 
daerah dalam hal ini Inspektorat 
(PulauSumbawaNews.net 2019). 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 
yaitu pada penelitian terdahulu lebih membahas 
mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan pada penelitian 
Nahruddin (2014); Adiwirya (2015) menggunakan 
metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan 
metode kualitatif dan pada penelitian Wida dkk 
membahas mengenai sistem perencanaan dan 
implementasinya. Pada penelitian Hariswati membahas 
mengenai Akuntabilitas dan Transparansi mengenai 
Dana BOS. Dipenelitian ini peneliti  menganalisis 
mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggung jawaban sedangkan 
dipenelitian terdahulu hanya perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggung jawaban. 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut mengingat 
akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada 
pengelolaan keuangan desa di Desa Langam Kecamatan 
Lopok dalam mewujudkan desa yang sejahtera dengan 
memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola 
keuangan desa secara mandiri maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas dan 
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam 
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. 
 
II. STUDI LITERATUR 
 
Desa 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa 
adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 
keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri 
(dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kesatuan rumah 
yang berada diluar kota yang merupakan sebuah 
kelompok. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014). 
 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan 
Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa 
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 




Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 
kinerja dan tindakan seseorang atau badan 
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggungjawaban.  
 Akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa 
indikator yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung jawaban. 
Dari ke-5 (lima) indikator di atas apabila desa tersebut 
sudah memenuhinya maka dapat dikatakan Akuntabel. 
 
Transparansi 
Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan 
yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara 
atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi 
yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa 
berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan 
organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa 
diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan 
yang dilakukan oleh organisasi tersebut.  
 Transparansi menjadi sangat penting dalam 
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menjalankan mandat dari rakyat. Transparansi dapat 
dilihat dari beberapa indikator yaitu, Komisi Informasi, 
adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi Desa), 
Memiliki Daftar Informsi Publik, Memiliki Standar 
Operasional Prosedur, Memiliki Website yang Aktif dan 
Update, Sarana Layanan Informasi Khusus dan 
Anggaran. 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini 
adalah di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten 
Sumbawa. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun informen dalam 
penelitian ini yakni: kepala desa, sekretaris desa, kepala 
seksi, bendahara desa, dan ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Uji keabsahan data yang 
digunakan adalah triangulasi teknik, triangulasi sumber. 
Adapun analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 
Perencanaan 
Pada tahap perencanaan pada Desa Langam 
menyusun Rancangan Peraturan Desa ada pembahasan 
bersama BPD jadi peraturan desa sebelum ditetapkan 
menjadi peraturan desa jadi ada tahapan melalui 
perencanan ditingkat dusun atau musawarah dusun, 
setelah adanya muswarah dusun maka tahap selanjutnya 
adalah musawah desa (Musdes) maka terbentuklah  
RKPDes, kemudian sekretaris desa menyampaikan hasil 
musyawarah tersebut kepada kepala desa. Kemudian 
RKPdes tersebut disampaikan oleh kepa desa kepada 
BPD untuk disepakati bersama, RKPDes tentang 
APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oelh 
kepala desa kepada bupati melalui camat. 
 
Pelaksanaan 
Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa 
adalah tahap yang dilakukan setelah perencanaan, pada 
Desa Langam bendahara desa membuka rekening desa 
pada bank umum melalui Bank NTB Syariah dan semua 
penerimaan dan pengeluaran selalu dilakukan melalui 
rekening desa dan harus didukung dengan bukti yang 
lengkap dah sah. Pada Desa Langam pemerintah desa 
dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 
dan bendahara dapat menyimpan uang dalam kas paling 
banyak Rp5000.000. Apbila terdapat penggunaan biaya 
tak terduga maka harus dibuatkan RAB, selain itu 
bendahara juga menyetorkan seluruh penerimaan 
potongan dan pajak yang dipungut. 
 
Penatausahaan 
Penatausahaan adalah tahap selanjutnya setelah 
pelaksanaan, dan penatausahan ini dilakukan oleh 
bendahara desa. Semua yang bersangkutan dengan 
keuangan dipegang olah bendahara baik dalam bentuk 
administrasi, pencatatan pengeluaran maupun masukan, 
menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu 
pajak, dan buku bank, dan dibuat 
pertanggungjawabannya masing-masing laporan 
pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan 




Pelaporan adalah tahap setelah penatausahaan, 
tahap ini berfungsi untuk melaporkanatau menyampaikan 
hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dalam periode 
berjalan. Laporan semester pertama dan kedua 
disampaikan oleh kepala desa. Laporan realisasi pertama 
berupa laporan realisasi APBDes, laporan realisasi 
APBDes disampaikan pada akhir Juli sedangkan laporan 
semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 
akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
 
Pertanggungjawaban 
 Pertanggung jawaban adalah tahap paling akhir pada 
pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban ini 
bertujuan untuk  menyampaikan kegiatan yang telah 
dilakukan kepada pihak yang berkepentingan. Kepala 
Desa Langam telah menyampaikan Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBDes kepada Bupati pada setiap akhir 
tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDes terdiri pendapatan belanja dan 
pembiayaan. Selain itu pemerintah Desa Langam dalam 
mempertanggung jawabkan laporan pengelolaan 
APBDes dengan cara memberikan 
laporanpertanggungjawaban kepada masyarakat dengan 
menempelkan baliho, papan pengumuman dan pada 
website desa. 
 
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa   
 Transparansi pada Desa Langam secara garis besar 
transparansi pada Desa Langam telah sesuai dengan 
peraturan Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2000 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat 6 indikator pada 
peraturan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2000 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik yaitu: 
1. Adanya Pejabat Pengelola Informasi (PPID), pada 
Desa Langam Pejabat Pengelola Informasi hanya 
terdapat pada kecamatan. 
2. Memiliki Daftrar Informasi Publik (DIP) pada Desa 
Langam tidak terdapat form tertulis Daftar Informasi 
Publik (DIP), namun apabila masyarakat meminta 
informasi maka dapat didapatkan secara lisan. 
3. Memiliki Standar Oprasional Prosedur untuk standar 
operasional berlaku untuk semua desa, dengan 
adanya standar operasional tersebut sudah 
dipaparkan apa saja yang akan dilakukan dari 
pelaksanaan hingga pertanggung jawaban. 
4. Memiliki Website Desa pada Desa Langam sudah 
terdapat Wibsite Desa, yang bertujuan untuk 
mempermudah masyarakat dalam mengakses 
informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas 
Desa Langa. 
5. Memiliki Sarana Layanan Informasi, pada desa 
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informasi yaitu baliho, papan pengumuman, website 
desa, dan facebook. 
6. Anggaran pada desa langam setiap kegiatan selalu di 
buatkan anggaran misalnya seperti pembuatan 
baliho, website desa dan kegiatan-kegiatan lain 




 Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah 
dilakukan oleh peneliti dalam menilai Pengelolaan 
Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten 
Sumbawa dengan mengacu pada Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa yang di mulai dari tahap Perencanaaan, 
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti bahwa pada Desa Langam Kecamatan 
Lopok Kabupaten Sumbawa dalam Pengelolaan 
Keuangan Desa secara garis besar sudah dikatakan 
Akuntabel, karena sudah menyusun musrembang, adanya 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,dan adanya 
pertanggung jawaban. Namun, ada satu hal yang perlu 
diluruskan bahwa disini Pemerintah Desa Langam masih 
molor dalam hal penetapan APBDes itu dikarenakan 
pagu anggaran dari Pemerintah Daerah yang terlambat. 
 Transparansi di Desa Langam sudah berjalan 
dengan baik namun ada hal yang masih kurang yaitu 
adalah belum adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi) dan belum adanya form daftar 
informasi publik yang di sediakan oleh pemerintah Desa 
Langam guna mempermudah masyarakat mendapatkan 
informasi dan bisa mendapatkan data yang lengkap.  
 
Saran 
 Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk 
Pemerintah Desa Langam diharapkan untuk membuat 
Tim Pengelola Informasi, agar mempermudah 
masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi 
dan tidak berbelit karena dilayani dari satu pintu. 
Kemudian diharapkan untuk Pemerintah Desa Langam 
untuk menyiapkan Form Daftar Informasi Publik (DIP) 
agar lebih mempermudah dalam permohonan informasi 
yang diinginkan. 
 
VI. DAFTAR PUSTAKA 
 
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Edisi Keempat.Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama. 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014.Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7. 




dipecat/.Pada 20 Februari 2020. 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 2017. Bupati 
Sumbawa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman  
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Panduan Tata 
Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press. 
Wahyudi, A.,  Rr. Sri Pancawati, & Nurabiah. (2019). 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di 
Kecamatan Unter Iwes Kabupaten 
Sumbawa.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 04. 
No.02 PP. 34-69. 
Wahyudi, A., & Rr. Sri Pancawati. (2018). 
Keharmonisan dalam Pengelolaan Keuangan Desa 
Dalam Mewujudkan Good Governace.Jurnal 
Riset dan Aplikasi:Akuntansi Dan Manajemen, 























Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis  
“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam  
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
